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BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No 826, 2021 KEMENPPPA. Nomenklatur Perangkat Daerah. 

Pedoman. 
 
PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN 

ANAK REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 5 TAHUN 2021 

TENTANG 

PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat (2) 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah telah ditetapkan Peraturan Menteri 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur 

Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak; 

b. bahwa Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2016 tentang 

Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah 

tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan 

kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak tentang Pedoman Nomenklatur 
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Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak; 

 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

 telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 

2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6402); 

6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang 

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 133); 
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7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PEDOMAN NOMENKLATUR 

PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah. 

2. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Presiden yang 

pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan 

penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, 

melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan 

masyarakat. 

3. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

yang selanjutnya disebut Dinas PPPA adalah dinas yang 

menyelenggarakan urusan pemberdayaan perempuan 

dan perlindungan anak. 

4. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan 

dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah 

unit yang melaksanakan kegiatan teknis operasional 

dan/atau kegiatan teknis penunjang yang dibentuk 

pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi 

perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, 
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diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah 

lainnya. 

5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan 

tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak. 

 

BAB II 

BENTUK, TIPE, DAN NOMENKLATUR 

 

Pasal 2 

Perangkat Daerah provinsi dan Perangkat Daerah 

kabupaten/kota yang menyelenggarakan Urusan 

Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan 

perlindungan anak berbentuk Dinas PPPA provinsi dan Dinas 

PPPA kabupaten/kota. 

 

Pasal 3 

(1) Dinas PPPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

dikategorikan dalam 3 (tiga) tipe. 

(2) Tipe Dinas PPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri atas: 

a. Dinas PPPA tipe A untuk mewadahi beban kerja 

yang besar; 

b. Dinas PPPA tipe B untuk mewadahi beban kerja 

yang sedang; dan 

c. Dinas PPPA tipe C untuk mewadahi beban kerja 

yang kecil. 

(3) Penentuan tipe Dinas PPPA sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) berdasarkan hasil pemetaan Urusan 

Pemerintahan daerah bidang pemberdayaan perempuan 

dan perlindungan anak sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 4 

Dalam hal berdasarkan tipe dan hasil pemetaan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3, Urusan Pemerintahan bidang 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tidak 
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memenuhi syarat untuk dibentuk Dinas PPPA Provinsi atau 

Dinas PPPA Kabupaten/Kota sendiri maka dapat digabung 

dengan Urusan Pemerintahan yang serumpun sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

BAB III 

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI 

 

Bagian Kesatu 

Susunan Organisasi 

 

Paragraf 1 

Dinas PPPA Provinsi 

 

Pasal 5 

(1) Susunan organisasi Dinas PPPA provinsi tipe A terdiri 

atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) 

bidang. 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 

atas 3 (tiga) subbagian. 

 

Pasal 6 

(1) Susunan organisasi Dinas PPPA provinsi tipe B terdiri 

atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) 

bidang. 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 

atas 2 (dua) subbagian. 

 

Pasal 7 

(1) Susunan organisasi Dinas PPPA provinsi tipe C terdiri 

atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) 

bidang. 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 

atas 2 (dua) subbagian. 
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Paragraf 2 

Dinas PPPA Kabupaten/Kota 

 

Pasal 8 

(1) Susunan organisasi Dinas PPPA kabupaten/kota tipe A 

terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 

(empat) bidang. 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 

atas 3 (tiga) subbagian. 

 

Pasal 9 

(1) Susunan organisasi Dinas PPPA kabupaten/kota tipe B 

terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) 

bidang. 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 

atas 2 (dua) subbagian. 

 

Pasal 10 

(1) Susunan organisasi Dinas PPPA kabupaten/kota tipe C 

terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) 

bidang. 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 

atas 2 (dua) subbagian. 

 

Bagian Kedua 

Tugas dan Fungsi 

 

Pasal 11 

(1) Pembagian tugas dan fungsi Dinas PPPA provinsi dan 

Dinas PPPA kabupaten/kota didasarkan pada 

pendekatan fungsi dengan rincian sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

(2) Tugas dan fungsi Dinas PPPA yang merupakan kegiatan 

teknis operasional penyediaan layanan perlindungan 

perempuan dan anak diselenggarakan oleh UPTD PPA 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
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undangan. 

(3) Pembentukan UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur atau 

Peraturan Bupati/Walikota. 

 

Pasal 12 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan 

organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas PPPA 

provinsi dan Dinas PPPA kabupaten/kota diatur dengan 

Peraturan Daerah. 

 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 13 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan 

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur 

Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 1237), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 14 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 8 Juli 2021 

 

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 

DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK 

INDONESIA, 

 

ttd 

 

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 9 Juli 2021 

 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

BENNY RIYANTO 
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r, IPEMBAGJA. . 'l'UGAS DAJN fi'U GS[ DliNAS PEM BH:RDAY AAN. 

IPERIEMPUAN DA PH:RLlNDUNGAN A AK PROVJNS[ 

A. UMUM 

Dalam menyelenggarakan urusan pernberdayaan perempuan dan 

perhndungan anak, Dinas PPPA provtnsi menyelenggarakan fungst; 

L, perumusan kebiJ akan bidang pemherdayaan perempuan dan 

perltndungan anak; 

2. pelaksanaan kebijakan btdang pemberdayaan perernpuan dan 

perltndungan anak; 

3. pelaksanean norma, standar pro sedur dan krtteria bidang 

pem berdayaan perempuan dam perhndungan anak: 

4·. pelembagaan pengarusutamaan gender- pada lembaga 

pemertntah · 

5. pemberdayaan perernpuan btdang pnllttk hukum, sosial. dam 

eknnemt pad a organtsasi kemasyarakatan: 

6. pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang mellba tkan 

para pthak lmgJmp daerah prevtnst dan hn tas daerah 

kahupatenj kota; 

7. penyedlaan la.yana.n. rujukan Ianjutan bagi :perempuan korban 

kekerasan ym.'il.g memerlukan koordtnasi tmgkat daerah 

provtnsl dan ltntas daerah kabupaten /kola· 

S. penlngkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan 

gender dan hak anak tingkalt daerah provmst darn ltntas daerah 

kahupatenj kota; 

PEM BAGU\N "rUGAS DAN FUiNGSJ 

D[iNAS PEM BH:RDA Y AA PIER!EM PU.. DAN PERL. DU G.AN AN.AK 

PROV[iNS[ DA . KJ\BUPA TEN/ KO'l' A. 

LAMP[RA.N 

PERATURAN MIEN'l'IEru IPEMBEROAYMN PEREM PUAN DAN 

PERL[ DU . G.AN AiNAK R!EPUBUK JND ONESlA 

OMOR 5 TAfl UiN 2021 

TE.TANG 

PEDOMAN OMENKLA. TUR IPERAJNGKA:T DAERA.H B[D. G 

PiEM BH:RDAY AAN PIEREM PU. DAN IPERUNDU GAN ANA.K 

2021, No.826 
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:A 
Dae rah 

Tip e Perangk:at Daerah 

B. [DH:N'['[TAS PERA.NGKA:.'f DAERA.H 

Narna 1 rrusan Pemertntahan : Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlmdungan Anak 

9. penyedlaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan 

kesetaraan gender dan hak anak yang wi'.layah kerjanya hntas 

daerah kabupatenj'kota; 

10. pelembagaan pernenuhan hak anak pada lembaga pernertntah 

ncnpemermtah, mm. dunta usaha; 

11. peneegahan kekerasan terhadap anak yang mellbatkan para 

pthak hngkup daerah pm¥.insiJ dan ltntas daerah 

kahupatenj kota; 

12. penyedlaan layanan hagil anak yamg rnemerlukan perltndungan 

khusus yail.11.g memerlukan konrdtnasi ttngkat daerah p:mvins:i; 

1.3. penguatan dan pengem bangan lem baga penyedia layanan 

pem berdayaan perempuan dan lembaga p enyedta Iayanan 

perltndungan perempuan tingkat daerah provmsr; 

14. penguatan dan :pengem bangan lem baga penyedia layanan 

pentngkatan kualitas keluarga dalam mewuJu.dkan. kesetaraan 

gender dan hak anak yang w11a.yah kerjanya Iintas daerah 

kahupatenj kota; 

15. penguatan dan :pengem bangan lem baga penyedia layanan 

penlngkatan kualttas hidup anak dan lembaga penyedla 

layanan bagil anak yang memerlukan perllndungan khtrsus 

ttngkat daerah provtnst dan llntas daerah kabupatenj kota; 

16. pengumpulan, pengolahan, analists dan !P enyaj:ian data gender 

dan anak dalam kelembagaan data di ttngkat daerah provmst; 

17. pelaksanaan evaluast dan pelaporan sesuai dengan ltngkup 

t:ugas· 
1 a. pelaksanaan admmtstrast Dlnas PPPA: dan/ atau 

19. pelaksanaan fungsi lain yang dlbertkan oleh gu bernur terkalt 
dengan togas dan fu.ngsmya. 

2021, No.826 -10- 
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pengolahan, analtsts dan penyajian data gender. 

51 pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analtsts. dan 

pen.yajian data gender: 

pengumpulan, dalarn knordfnast 4~ pelaksanaan 

C. PIE:NGH:LOMPOKA.JN TUGAS PERANG KAT DAERAH BERDASARKA 

FUNOSJ 

i. SEKRETARLJ'.li:.'r DAN KELOMPOK BJD.ANG 

a. Sell:cr,etariat, menyelenggarakan fungsn 

I I pelaksanaan kocrdtnast kegiatan Dmas PPPA; 

21 penyusunan reueana program dan angga:ran · 

.JI penyetengg..araall.'il. urusan keuangan, perbendaharaan, 

akuntansi dan venftkasl: dan 

41 penyetenggaraan trrusan ketatausahaan 

kerumahtanggaan, kepegawalan dan urgamsasi serta 

huhungan masyarakat, 

b. Ke:lompok Bidang fiimgsi I. menyelenggarakan fungsr: 

I I penytapan perurmrsan kebijakan btdang pelernbagaan 

pengarusutamaan gender, btdang p emberdayaan 

perempuan btdang politik hukum, 50 stal, dan ekonomi, 

bidang penmgkatan kuabtas keluarga dalam 

mewujud!k:an kesetaraan gender, dan bldang pengoatan 

dan pengembangan lembaga penyedta Iayanan 
pemberdayaan perempuan dan lembaga penyedta 

layanan kualrtas keluarga; 

21 pelaksanaan ke bljakan btdang pelembagaan 

pengarusutamaan gender, btdang p emberdayaan 

perempuan di bldang politik hukum sostal dan 

eknnorm btdang keb:iJjakan pentngka tan kualltas 

keluarga dalam m.ewujudkan. kesetaraan gender, bidang 

penguatan dan pengembangan lem baga dan btdang 

penguatan dan pengembangan lembaga penyedia 

layanan pemJberdayaan peTe:mpuan dan kualitas 

keluarga dalam rnewujudkan kesetaraan gender dan hak 

anak: 

,JI pelaksanaan koordmaal pelaksenaan pelembegaan 

pengarusutamaan gender; 

2021, No.826 
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rnewujudkan pemenuhan hak anak; 

dalam 

6~ pelaksanaan pem btnaan di btdang pelembagaan 

pengarusutamaan gender, btdang pemberdayaan 

perempuan btdang poliak. hukum, so sial, dan ekoncmi, 

bidang penmgkatan kualitas keluarga dalam 

mewu.judkan kesetaraan gender, bidang penguatan dam 

pengem bangan lembaga penyedia layanan pemherdayaan 

perempuarii dan lem baga penyedta layanan kuabtas 

keluarga, dan btdang pengumpulan, pengolahan 
analisis. dan penyajian data gender; dan 

1~ pelaksanaan m1::mitorit19·, evaluast dan pelaporan di 

btdang pelaksanaan pengarusutamaan gender, bidang 

pemberdayaan peremp:it1ari1. di btdang poliitik, hukum 

soslal, dan ekcnoml, di bidang penmgkatan kualitas 

kehrarga dalam meVi.'lljud!kan kesetaraan gender, di 

btdang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia 

layanan pemberdayaan perem:puan dan lembaga 

penyedfa layanan kualttas kehrarga dam di btdang 

pengumpulan, pengolahan, analtsts, dan penyaj:ian data 

gender. 

c. Kefompok Bidang fiimgsi 2. menyelenggarakan fungsr: 

I! penytapan perurmrsan kebijakan btdang pelernbagaan 

pemenuhan hak anak, btdang penguatan dan 

pengem bangan lem baga penyedia layanan pentngkatan 
kualltas hidup anak dan lembaga penyedia layanan 

kualltas keluarga, bidang pentngkatan kualltas keluarga 
dalam mewujudkan pemenuhan hak anak dan bidang 

penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan 

pemeuuhan hak anak; 

21 pelaksanaan kebijakan btdang pelembagaan pemenuhan 

hak anak btdang penguatan dan pengembangan 

lembaga penyedla layanan penlngkatan kualitas htdup 

anak darn lembaga penyedta :layanan. kualltas keluarga, 

dan btdang pentngkatan kualltas keluarga dalam 

mewujudkan pemenuhan hak anak; 

,JI pelaksanaan pelayanan bagt kehrarga 

2021, No.826 -12- 
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perempuan; 

31 pelaksanaan konrdtnast pelaksanaan layanan rujukan 

lanjutan bagi perernpuan knrban kekerasan; 

perrgolahan, analtsls dan penyajtan data anak: 

51 pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analtsts. dan 

penyajiarn data anak; 

6~ pelaksanaan pem btnaan di btdang p elembagaan 

pemenuhan hak anak, bfdang penguatan dan 

pengem bangan lem b~ penyedia layanan pentngkatan 

kualltas htdup anak mm lembaga penyedia layanan 

kualttas keluarga, b:id.a:ng pen:ingkatan kualltas keluarga 

dalam mewujudkan pemenuhan hak anak bldang 

penyedtaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan 

pemeuuhan hak anak clan di btdang pengumpulan 

peugolahan, analtsts clan :penyajian data anak: dan 

71 pelaksanaan monitoring·, evaluasr mm pelap cran di 

btdang pelembagaan pemenuhan hak anak btdang 

penguatan darn pengembangan lembaga penyedia 

layanan peningkatan kualitas htdup anak mm lembaga 

penyedfa layanan kualitas keluarga, btdang pentngkatan 

kualltas keluarga dalam me-wujudkan pemenuhan hak 

anak, bidang penyedtaan Jayanan bagi keluarga dalam 

mewujudkan pemenuhan hak anak, dan di btdang 

pengumpulan, pengolahan, anallsts, mm penyajlan data 

anak .. 

d. Kefompok Bidang fi"llngsi 3 menyelenggarakan fungsr: 

I~ penytapan perumuaan kebi.jakan. bldang pencegahan 

kekerasan terhadap :perempuan, btdang penyediaan 

layanan rujukan lanjutan bagt perempuan korban 

kekerasan, dan bidang penguatan dan pengembangan 
lembaga penyedia layanan perltndimgan perempuan; 

21 pelaksanaan kebljakan btdang pencegahan kekerasan 

terhadap perempuan dan bidang penguatan darn 

pengem bangan lembaga penyedia l.aym.11.ail.'11. perltndungan 

p enguim.pul.an, dala.m knordmast 

2021, No.826 
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perrgolahan, analisls, dan penyajian data perempuan 

korban kekerasan: 

51 pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analtsts, dan 

pen.ya Ji an data perempuan korban kekerasan; 

6'- pelaksanaan pembmaan di bidang peneegahan 

kekerasan terhadap pe:rem:puan., bldang penyedtaan 

layanan rujukan lanjutan bagt perempuan knrban 

kekerasan, btdang penguatan clan pengembangan 

lembaga penyedta layanan perltndungan perempuan dan 

di bidang pengumpulan, pengolahan, anallsts, dan 

pen.ya Ji an data pe:rempua:n knrban kekerasan: dan 

7l pelaksanaan monitoring-, evaluasa dan pelap cran di 

bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan, 

btdang penyediaan layanan rujukan lanjuta» bagi 
pe:rempuan knrban kekerasan b:idan.g penguatan dan 

pengem bangan lembaga penyedia lay.man perltndungan 

perempuan dan di btdang pengurnpulan, pengolahan 

anahsia dan p.enyaj:ian data perempuan knrban 

kekerasan, 

e. Kefompok Bidang Fungsi. 4. menyelenggarakan fungsr: 

II penytapan peru.musan kebljakan btdang peneegahan 

kekerasan terhadap anak, bidang penyediaan Jayanan 

bagi anak ya:ng memerlukan perltndungan khusus dan 

btdang penguatan dan pengembangan lem baga penyedia 

layanan ba.gi anak ya:ng memerlukan perltndungan 

khusus: 

21 pelaksanaan kebljakan btdang pencegahan kekerasan 

terhadap anak dan bidang penguatan dan 

pengembangan lembaga penyedta Iayanan bagi anak 

yang memerlukan perlmdungan khueus: 

.31 pelaksanaan kaordmast btdang penyediaan layanan hagi 

anak yang memerlukan perlind ungan khusus; 

4l pelaksanaan knordmast pengumpulan, pengolahan 

anahsia dam penyajian data kekerasan terhadap anak; 

pengumpulan, dalam knordmast 
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2. SEKR!ETA.R.U\'.'r DAN KEWMPOK SUBBAGIAN 

Bekretariat terdm atas: 

a. Sub bagtan Perencanaan, mempunyat tugas melaksanakan 

penytapan laporan kmerja, koordmast, dan penyusunan 

reneana program dan anggaran. Sub bagian Perencanaan 

dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fuagsn 

II penytapan knordmast penyusun31'il. program dan 

arnggara!l.'il.: 

21 penytapan bahan penyusunan p:mgram dan angganm: 

.31 penytapan pelaporan kmerja · dan 

4~ penytapan dan pelaksanaan evaluasl dan pelaporan 

pelaksanaan program dan anggaran, 

b. Sub bagtan Keua:ngan mempunyal tugas melakukan 

penytapan pengelolaan keuangan, penatausahaan 

akimtanst, penytapan bahan tanggapan pemenksaan, 

verifikasi anggaran, dan pembukuan, Sub bagian Keuangan 

dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsn 

yang memerlukan perlmd ungan khuaus darn dl btdang 

pengumpulen, pengelahan, anallsls, dan tpenyaj:ian data 

kekerasan terhadap anak, 

perlmdungan khusus bi dang penguatan dan 

pengem bangan lembaga penyedta Jayanan bagt anak 

51 pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisls dan 

penyajiam data kekerasan terhadap anak; 

6~ pelaksanaan pemhmaan di bidang pencegahan 

kekerasan terhadap anak, bidang penyediaan Iayanan 

bagi anak yang memerlukan perltndungan khueus 

bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia 

layanan bagi anak ymtg memerlukan perltndungan 

khusus dan btdang penguatan dan pengembangan 

lembaga penyedia byan.an bagi anak yang memerlukan 

perlmdungan khususc dan 

'71 pelaksanaan m.cut1:irorin,gr, evaluasa dan pelap oran di 

bidang peneegahan kekerasan terhadap anak, btdang 

penyedfaan layanan bagi anak yang memerlukan 
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K PIENGIELOMPOKA.N TUGAS PERANGKAT DAERAH BERDASARKA 

FUNOSJ 

1. SEKR!ETA.R.LJ\'.'[' DAN KELOMPOK BIDANG 

:B 
: Pravinsi Daerah 

Tiipe P'erangkat Daerah 

D. [DIENTITAS PERA.NGKJl&:.T DAERAH 

Nama 1 rrusan Pemertntahan : Pemberdayaan Peretnpuan dan 

Perltndungan Anak 

I I penytapan koordmast pengelolaan keuangan: 

21 penatausahaan, veriifikasii. anggaran. akuntansi dam 

pembukuan keuangan; 

.JI pelaksanaan pengendahan kegiatan dan angganm: 

4~ penytapan penyusunan dan pengkoordmastan 

pembuatan daftar gaJi serta tambahan penghastlan 

pegawai· 

51 penytapan bahan tanggapan pemerfksaan; dan 

6~ penytapan bahan pertanggu:ngijawaban pengelolaan 
keuangan, 

c. Bubbagian U:mum dan Kepegawaian. mempunyai tugas 

melaksanakan urusan pe:rsura tan, trrusan tata usaha, 

kearstpan, musan. kepegawafan, urusan perlengkapan, 

rumah tangga, dan pengelolaan barang mtlik daerah, 

Bub bagtan Umum dan. Kepegawaian dalam melaksanakan 

tugas rnenyelenggarakan fungsf: 

I~ pelaksanaan uruaan persuratan · 

21 pengekslaan dnkumentasl dan kearsipan; 

,JI pelaksanaan uruaan kerumahtanggaan, keamanan dam 

keterttban kantor; 

4~ pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan barang mil:iik 

daerah; 

51 pelaksanaan urusan kepegawaian clan pembtnaan 

aparatur; 

6~ pelaksanaan uruaan organtsasi dan tata laksana; dan 

7~ pengekslaan kehumasan, 
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pengarusutamaan gender, bidang p emberdayaan 

peTempuc1ir11. di btdang poltttk, hukum scstal dan 

ekcnonn btdang penmgkatan kualttas keluarga dalam 

rnewujudkan kesetaraan gender, dan btdang pengoatan 

dan pengembangan lembaga penyedta layanan 

pemberdayaan pe:remp.um1 dan Iembaga penyedia 

layanan kualttas keluarga; 

31 pelaksanaan kaordmast pelaksanaan pelembagaan 

pengarusutamaan gender; 

4 pelaksanaan knordmast dalam p en.gumpula:n., 

pengalahan, anallsts dan penyajian data gender. 

51 pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, anallsts dan 

penyajian data gender. 

o, pelaksanaan p.em bmaan d:iJ btdang pelembagaan 

perrgarusutamaen gender, btdang pemberdayaan 

perempuan bidang po:hak, hukum, so stal, dan ekoncmt, 

btdang pen· ngkatan kuabtas keluarga dalam 

rnewujudkan kesetaraan gender, bidang penguatan dan 

pelembagaan bidang 

dan Iembaga penyedia pemberdayaan pe:remp.um1 

layanan kualttas keluarga · 

21 pelaksanaan kebijakan 

kerumahtanggaan, kepegawaian mm organisas:i serta 

hubungan masyarakat, 

b. K.efompok Bidang Fungsi ]. . menyelenggarakan fungs:i: 

I~ penytapan perumusan ~eb:iijakm1 bidang pelembagaan 

pengarusutamaan gender, btdang pemberdayaan 

peTempuc1ir11. btdang pO:l:iiuk, hukum, so stal, mm ekoncmt, 

bidang penmgkatan kualitas keluarga dalam 

rnewujudkan kesetaraan gender, dan btdang pengoatan 

dan pengembangan lembaga penyedta layanan 

ketatausahaan 

a. Bekr.etartat, menyelenggarakan :fu:ngsi: 

I~ pelaksanaan kocrdtnasi kegiatan Din as PPPA provmst; 

21 penyuaunan reneana program dan a:nggaran.; 

.31 penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, 

akuntansa dan velifikasi; dan 
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mewujudkan pemenuhan hak anak; 

41 pelaksanaan knordmast dalam p engu:m.pula:n, 

pengolahan, analtsls darn penyajian data anak: 

51 pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analtsts dan 

penyajiarn data anak: 

dalam 

pengem bangan lemhaga penyedta layanan pemherdayaan 

perempuan dan lem baga penyedla layanan kuabtas 

kehiarga, dan di btdang pengumpulan, pengolahan 

anahsts dan penyaJia.n data gender; dan 

7l pelaksanaan monitoring-, evaluasa dan pelap cran di 

bidang pelaksanaan pengarusutamaan gender. btdang 

pemberdayaan peremp:ua.n di btdang pobtik, hukum 

soslal, dan ekcnoml, bidang pemngkatan kualitas 

kehrarga dalam mewujudkan kesetaraan gender, bidang 

penguatan dan pengembangan lernbaga penyedia 

layanan pemberdayaan perempuan dan lembaga 

penyedfa layanan kualrtas keluarga dan di btdang 

peugumpulan, pengolahan, analists, dan !Penyajian data 

gender. 

c. K.efompok Bidang Fungsi 2 menyelenggarakan fungsr: 

I I penytapan pe:rumusan ~e.b:i!jakan b:idan.g pelernbagaan 

pemenuhan hak anak, btdang penguatan dan 

pengem bangan lem baga penyedia layanan p.eil.'il.mglkatan 

kualltas htdup anak dan lembaga penyedia layanan 

kualttas keluarga, btdang peningkatan kualttas keluarga 

dalam mewujudkan pemenuhan hak anak dan btdang 

penyedtaan layanan bag.i keluarga dalam mewujudkan 

pemenuhan hak anak; 

21 pelaksanaan ke h:ija!kan btdang pelembagaan pemenuhan 

hak anak, btdang penguatan dan pengembangan 

lembaga penyedia layanan penmgkatan kuabtas htdup 

anak darn lembaga penyedta layanan kualltas keluarga, 

dan bidang penmgkatan kualltas keluarga dalam 

rnewujudkan pemenuhan hak anak; 

.31 pelaksanaan pelayanan bagi kehrarga 
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6~ pelaksanaan pemb · naan bidang pelembagaan 

pemenuhan hak anak, bldang penguatan dan 

pengem bangan lem baga penyedia layanan pentngkatan 

kualttas htdup anak dan lembaga penyedia layanan 

kualttas keluarga, btdang pemngkatan kualttas keluarga 

dalam mewujudkan pemenuhan hak anak bfdang 

penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan 

pemenuhan hak anak, dan di btdang pengumpulan 

pertgolahan, anahsls dan penyajian data anak: dan 

1~ pelaksanaan mi::mirnriH!l, evaluast dan pelap oran di 

btdang pelembagaan pemenuhan hak anak bidang 

pengua tan clan pengembangan lembaga penyedta 

layanan penmgkatan kualitas htdup anak dan lembaga 

penyedia layanan kualttas keluarga, btdang pentngkatan 

kualttas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak 

anak, bidang penyediaan Jayanan b.agi keluarga dalam 

mewujud!kan pemenuhan hak anak, dan di btdang 

pengumpulan, pengolahan, analtsts, dan penyaj:ian data 

anak, 

d. K.e:lompok Bidang fiimgsi. 3. menyelenggarakan fungsr: 

II penytapan perumusan kebljakan btdang pencegahan 

kekerasan terhadap perempuan dan anak yang 

memerlukan perbndungan khusus btdang penyedtaan 

layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban 

kekerasan dan penyedtaan layanan bagt anak yang 

memerlukan perlmdungan khusus, clan bidang 

penguatan clan pengembangan lembaga penyedta 

layanan perltndungan peTempmm clan lembaga penyedta 

layanan bagi anak yang memerlukan perltndungan 

khusus: 

21 pelaksanaan kebljakan bidang pencegahan kekerasan 

terhadap perempuan dan anak yang memerlukan 

perlmdungan khusus dan bldang penguatan dan 

pengem bangan lembaga penyedia layal'il.arn pe:rlindungian 

perernpuan dan Jembaga penyedia layanan bagi anak 

yang memerlukan pe:rUrufungan khusua; 
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.31 pelaksanaan koordtnast pelaksanaan layanan rujukan 

lanjutan bagt perempuan korban kekerasan dan laya:na:n 

bagi anak yang memerlukan perltndungan khusus; 

4, pelaksanaan knordmasi dalam pengumpulan, 

peugolahan, anahsts, dan penyajtan data perempuan 

knrban kekerasan chm. data anak yaI11.g memerlukan 

perhndungan khusus: 

51 pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analtsts dan 

penyajtan data perempuan korban kekerasan dan data 

anak yang memerlukan perlmd ungan khusus; 

6~ pelaksanaan pemhmaan di bidang pencegahan 

kekerasan terhadap perempuan dan anak yang 

memerlukan perbndungan khusua btdang penyedtaan 

layanan rujukan lanjutan bagi perempuan knrban 

kekerasan dan penyedtaan layanan bagi anak yang 

memerlukan perhndungan khusus, bidang penguatan 

dan pengembangan lemhaga penyedta laya:na:n 

perlmdungan peJ"empua:n :pe:rempua:n. dan lembaga 

penyedfa layanan bagi anak yang memerlukan 

perlmdungan khusus dan di bidang pengumpulan 

peugolahan, anahsts, dan penyajtan data perempuan 

knrban kekerasan dan data anak yaI11.g memerlukan 

perlmdungan khusus: dan 

71 pelaksanaan monitoring·, evaluasi dan pelapcran di 

btdang pencegahan kekerasan terhadap perernpuan dan 

anak yaI11.g memerlukan perltndungan khusus, bidang 

penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan 

knrban kekerasan dan penyedtaan layanan bagii. anak 

yang mernerhskan perltndungan khusos. btdang 

penguatan dan pengembangan lembaga penyedta 

layanan perltndungan perempuan dan lemhaga penyedia 

layanan bagil anak yang memerlukan perltndungan 

khusus dan dl bida:ng pengumpulan, pengolahan 

anahsta dan penyaj:i.an data pe:rem:puan knrban 

kekerasan mm. data anak yang memerlukan 

perlmdungan khusus, 
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2 SEKRETARIAT DAN KELO POK SUBBAGlAN 

S kre aria t erdiri tas: 

a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai gas 
melaksanakan penyiapan laporan kinerja koordinasi dan 
p nyusu an rencana program dan anggaran pen iapan 
peng lolaan keuangan penata sahaan, akuntansl, 

penyiapan bahan anggapan pernertksaan, v rtflkasi 
anggaran dan pembukuan. Subbaglan Perencanaan dan 

euangan dalarn m laksanakan tugas men relenggarakan 
fungst: 

penyiapan koordlnast pen sunan program dan 
anggaran; 

pen lapan b han pen sunan program dan anggaran· 
3 pen iapan p laporan kinerj · 

pen lapan dan p laksanaan evaluasl dan pelaporan 
pelaksanaan program dan anggaran; 

5 pen lapan koordin st pengelolaan keuangan: 
penatausahaan. vertfikasi anggaran, akuntansl, dan 
pembuku keuangan: 

7 pelaksanaan pengendallan kegiatan dan anggaran: 
8 pen iap pen rusunan dan pengkoordinasian 

pernbuatan daftar gaji serta arnbahan penghasilan 
pegawal; 

9 pen iapan bahan tanggapan pernertksaan: dan 
l O~ pen Iapan bahan pertanggungja JI ban peng lolaan 

keuan 
b. Subbagian mum dan epega aian mempun ai tugas 

melaksanakan urusan persuratan urusan ta a usaha, 

kearsipan, urusan kepega aran, urusan perlengkapan, 
rurnah tangga dan p ngelo aan barang milik daerah. 
Subbagian mum dan Kepegav raian dalam rnelak anakan 
tugas meny lenggarakan fungsi: 

pelaksanaan urusan persura an; 
2 pengelolaan dokumen asi dan kearsipan: 
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kerum rtanggaan, kepegav aian dan organisasi s rta 
hubungan mas arakat. 

b. elompok Bidang Fungsi 1 menyel nggarak n fungsi: 
I pen iapan perumusan k btjakan bidang pelemb gaan 

pengarusutamaan g nder, bldang p mberda aan 

perempuan bidang poli lk hukurn. soslal dan ekonorni, 
bidang penguatan dan p ngembangan lembaga pen redla 
la anan pemb rda raan perernp an bidang pelemb gaan 
pem nuhan hale anak, bidang penguatan dan 
pengembangan lernbaga p nyedi l anan peningkatan 
kualitas hidup anak, bidang pentngkz tan kualitas 
keluarga dalarn me vujudkan p menuhan hale anak 

ketatausahaan, urusan pen zelenggaraan 

G. PENGELO 1POKAN TUGAS PERANGKAT DAERAH BERO S RKA 

FUN GS I 

1. SEKRETARIAT DAN KELO~ POK BIDA G 

a. Sekre artat menyelenggarakan fungsl: 
pelaksanaan koordinasi kegiatan Din PPPA provtnst; 

2 penyusunan rencana program dan anggaran; 
3 pen., elenggaraan urusan k u n, perbendaharaan, 

akuntanst. clan ertfikasi; dan 

: Pro nnst 

:C 

Daerah 
Tip Perangkat Daerah 

F. IDENTIT S PERANGKAT DAERAH 

Narna rusan Pernerin ahan : P mberda a n Perernpuan clan 
Perlindungan Anak 

3 pelaksanaan urusan kerurnahtanggaan keamanan, clan 
ketertiban kantor: 
pe aksanaan pengelolaan perlengkapan dan b rang millk 
daerah: 

5 pelaksanaan urusan kepegav aian dan pernbinaan 
para 

pelaksanaan urusan organisasi clan tata laksana: clan 
7 pengelol an kehum san. 
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mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak 

anak; 

4'- pelaksanaan koerdmast pelaksenaan pelembagaan 

pengarusutamaan gender; 

51 pelaksanaan knordmaet dalam pengumpulan, 

pengolahan, analtsis, dan penyaj:ian data gender dan 

data anak: 

6'- pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analtsts, dan 

penyaJian data gender dan data anak: 

71 pelaksanaan pem bmaan d.iJ btdang pelembagaan 

pengarusutamaan gend er, btdang p emberdayaan 

perempuail.'il. bidang po:l.iJtik, bukum, so stal, dan ekoncmt, 

btdang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia 

layanan pernberdayaan pere1npuan, bidang pelembagaan 

pemenuhan hak anak, bid.ang penguatan dan 

pengembangan lembaga penyedia layanan pentngkatan 

dalam keluarga bagi pelayanan 

pengarusutamaan gender, btdang pemberdayaan 

perempuail.'il. di bldang politlk hukum scstal dan 

ekonorm bldang penguatan dan pengem bangan lembaga 

penyedfa layanan pemberdayaan perempuan, btdang 

pelembagaan pemenuhan hak anak, btdang pengoatan 

dan pengembangan lembaga penyedta Iayanan 

penfngka tan kualitas htdup anak, btdang pentngkatan 
kualttas keluarga dala:m mewujudkan pemenuhan hak 

anak, bidang pentngkatan kualrtas keluarga dalam 

mewujud!k:an kesetaraan gender, dan bldang pengoatan 

dan pen gem bangan Jembaga penyedta Iayanan kuabtas 

keluarga; 

.31 pelaksanaan 

pelembagaan bi dang ke biJalk:an 

bi dang peningkatan kuabtas keluarga dalam 

mewujudkan kesetaraan gender, bidang penguatan dam 

pengem bangan lembaga penyedia Iayanan kualitas 

keluarga dan btdang penyediaan layanan bagil keluarga 

dalam mewujudkan. kesetaraan gender dan pemenuhan 

hak anak; 
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kualttas hidup anak, btdang pentngkatan kuabtas 

kehrarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak, 

btdang penmgkatan kualitas keluarga dalam 

rnewujudkan kesetaraan gender, bidang penguatan dan 

pengem bangan lembaga penyedia Iayanan kualitas 

kehrarga bldang penyediaan layanan bagi keluarga 

dalam mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan 

hak anak dan bi dang pengumpulan, pengolahan 

analisis. dan penyajian data gender dan data anak; dan 

Bl pelaksanaan monimriHg·, evaluast dan pelap oran di 

btdang pelaksanaan pengarusutamaan gender, bidang 

pemberdayaan peTempuan di btdang pobtik, hukum 

soslal, dan ekoncmt btdang penguatan dan 

pengem bangan lembaga penyedia layanan pemherdayaan 

perempuan, bidang pelembagaan pemenuhan hak anak, 

bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia 

layanan penmgkatan kualltas hidup anak, btdang 

pemngkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan 

pemenuhan hak anak, bldang p enlngkatan kualitas 

keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender, bidang 

penguatan dan pengembangan lembaga penyedia 

layanan kuabtas keluarga b:ida:ng penyedtaan Iayanan 

bagt keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan 

pemenuhan hak anak dan btdang pengumpulan 

pengolahan, anallsls, dart penyaJian data gender dan 

data anak, 

c. Kefompok Bidang Fungsi :J. menyelenggarakan fungst: 

II penytapan peru:musan kebljakan btdang pencegahan 

kekerasan terhadap perempuan dan anak yang 

memerlukan perhndungan khusus btdang penyedtaan 

layanan rujukan lanjutan bagt perempuan korban 

kekerasan dan penyedtaan layanan bagi anak yang 

memerlukan perltndungan khusus, dan btdang 

penguatan dan pengembangan lembaga penyedta 

layanan perltndungan perempuan dan lembaga penyedta 
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layanan bagi anak yang memerlukan perltndungan 

khusus: 

21 pelaksanaan kebijakan btdang pencegahan kekerasan 

terhadap perempu.a:n. dan anak yang memerlukan 

perlmdungan khusus dan bldang penguatan dan 

pengem bangan lembaga penyedia 1.ayanan perltrtdongan 

pe:rempuan dan Jembaga penyedia layanan bagt anak 

yang memerlukan perltndungan khusus; 

.31 pelaksanaan knordmast dalam p enguimpul.an, 

perrgolahan, analisls, dan penyajian data perempuan 

korban kekerasan chm data anak yang memerlukan 

perlmdungan khusus: 

4~ pelaksanaan koordtnast pelaksanaan layanan rujukan 

lanjutan hagi perempuan kerban kekerasan dan ~ya.nan 
bagt anak yan:g memerlukan perltndungan khusus: 

51 pelaksanaan pengusnpulan, pengolahan, anallsts dan 

penyajiam data perempuan korban kekerasan dan data 

anak yang memerlukan perlmdungan khusus: 

6~ pelaksanaan pemhmaan di btdang penoegahan 

kekerasan terhadap perempu.an dan anak yang 

memerlukan perbndungan khusua btdang penyedtaan 

layanan rujukan lanjutan bagi perempuam korban 

kekerasan dan penyedtaan layanan bagi anak yang 

memerlukan perhndrmgan khusua penguatan dan 

pengem bangan lembaga penyedia l.ayanan perltndungan 

perempuan perempuan dan Jembaga pernyedii.a Iayanan 

bagt anak yang memerlukan perllndungan khusos dan di 

bidang pengumpulan, pengclahan analtsta dan 

penyajian data perempuan korban kekerasan dan data 

anak yang memerlukan perlmdungan khusus; dan 

71 pelaksanaan monito:Pin§r, evaluasa dan pelap nran di 

bidang pencegahan kekerasan terhadap perempua:n. dan 

anak y.mg memerlukan perllndungan khusus, bidang 

penyedtaan layanan rujukan Ianjuean bagi pe:rempuan 

knrban kekerasan dan p enyedlaan layanan bagt anak 

yang mernerhskan perltndungan khusus , btdang 
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2. SEKRETARIAT DAN KELOMPOK SUBBAGl 

Sekretari .. t terdlrt atas: 

a. Subbagian P rencanaan dan Keuangan mempun at gas 
melaksanakan penyiapan laporan klnerja, koordtnasl, dan 
pen sunan rencana program dan anggaran. penytapan 
pengelol an keuangan p natausahaan akuntansi 
penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan. vertfikast 
anggaran dan pembukuan. Subbagian Perenc .. naan dan 

Keuangan dalam rnelaksanakan tugas menyelenggarakan 
fungst: 

pen apan koordinasi penyusunan program dan 
angga.ran· 

2 pen iapan bahan penyusunan program dan anggaran: 
3 pen iapan p laporan kinerja: 

penyiapan dan pelaksanaan evaluast dan pelaporan 
pelaksanaan program dan anggaran. 

5 pen iapan koordinasi pengelolaan keuangan; 
pena usahaan. vertfikast anggaran. kuntansi, dan 
pernbukuan keuangan: 

7 pe aksanaan pengend .. llan kegtatan dan anggaran; 
8 penyiapan pen sunan dan pengkoordinasian 

pembuatan daf ar gaji serta tambahan penghasilan 
pegawat: 

9 penyiapan bahan tanggapan pemertksaan: dan 
10) pen apan bahan pertanggungjaw .. ban pengelolaan 

keuangan. 
b. Subbagian Umum dan Kepegav alan mempunyai gns 

rnelaksanakan urusan persura an. urusan tata usaha, 

penguatan dan pengernbangan 1 mbaga pen redia 

la anan perllndungan perempuan dan lernbaga penyedia 

la .. anan bagt anak ang memerlukan perlindungan 

khusus dan di bidang pengurnpulan, pengolahan, 

anallsls, dan p n_ ajian data perempuan korban 

kekerasan dan data anak yang mem rlukan 

perlindungan khusus. 
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II. PEMBAGIA TUG S PO OK D FU GSI DI S PEMBERDAY M 

PEREt. PUAN DA PERLI DUNGAN A A KABUPATE / OTA 

UM 

Dalarn rnenyelenggarakan urusan pemberdaj an p rernpuan dan 
p rlindun 1 Dinas PPPA di kabupat n/kota 
men ·el nggarakan fungst: 
1. perumusan kebijakan bidang pernberd aan perempuan dan 

perlindungan anak: 

2. pelaksanaan kebljakan bldang pernberdayaan perernpuan dan 
perlindungan anak: 

3. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan krt rta bidang 
pemberda raan perempuan dan perlindungan anak: 

. pelernbagaan pengarusutamaan g nder pada lembaga 
pemerintah ingka daerah kabup t n/ko · 

5 pemb rda r an per rnpuan bldang politik, hukum. sostal, dan 
ekonomi pad organlsasl kemas arak tan tingkat daerah 
kabupaten/kota· 

6 pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang mellbatkan 
para pihak lingkup da rah kabupa en/kota; 

7 penyediaan 1 yanan bagi p rempuan korban k kerasan ang 
m rnerlukan koordinasi tingkat daerah kabupa en/kota· 

kearsipan, urusan kep ga, ralan urusan perlengkapan, 

rumah tangga dan pengelolaan barang milik daerah 
Subbagian mum dan Kepegawaian dalarn rnelaksanakan 
tug menyelenggarakan ngsi: 

pelaksanaan urusan persuratan: 
2 pengelo aan dokumentasi dan ke slpan; 

3 pelaksanaan urusan kerumahtanggaan keamanan dan 
ke er 'ban tor, 
pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan barang rnillk 

daerah: 

5 pelaksanaan urusan kepegav aian dan p mbinaan 
pararur; 

pe aksanaan urusan organisasi dan tatc laksana: dan 
7 pengelol an kehumasan. 
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B. IDE rrr S PERANGKAT DAERAH 

Narna rusan Pernerintahan : P rnberdayaan P rernpuan dan 

Perlindungan Anak 

Daerah : Kabupa en/Kota 

8. peningkatan kualitas keluarga dalam me, rujudkan kesetaraan 

gender dan hak anak tingkat d erah kabupaten /kota; 

9. penyedlaan layanan bagi keluarga dalarn mewujudkan 

kesetaraan gend r dan hak anak yang wtla ah kerjan a dalam 

daerah kabupaten/kota· 

10. pelembagaan pemenuhan hak an pada lemb gap merintah 

nonpemerintah, dan dunia usaha tmgkat daerah 

kabupa en/kota· 

11. pencegahan kekerasan terhadap anak yang melib tkan para 

plhak lingkup daerah kabupaten/kota: 

l . penyedlaan la anan bagt anak ang m merlukan perlmdungan 
khusus yang mern rlukan koordlnast tingkat daerah 

kabupaten/kota· 

13. penguatan dan pengernbangan lernbaga penyedia la anan 

pemberdayaan. lernbaga penyedla layanan perlindungan 

perempuan lembaga penyedia la ranan p nlngkatan kualltas 

hidup anak d n lernbaga penyedia layanan bagi ak yang 
mernerlukan perllndunga.n khus s tingka daerah 

kabu paten/ kota: 

14. penguatan dan pengembangan Iembagr pen edia I anan 

peningkatan kualitas keluarga dalarn me, rujudkan kesetaraan 

gender dan hak anak yang wila rah kerjanya dalarn daerah 

kabupa en/kota; 

15. pengumpulan pengolahan anallsts dan penyajian data gender 

dan anak dalarn kelernbagaan data di tingka daerah 

kabupa en/kota; 

l . pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesual dengan llngkup 

tugas: 

17. pelaksanaan adrninistrasi Dlnas PPP : dan/ tau 

18. pelaksanaan fungsi lain ang dlbertkan oleh bupati/ ralikota 

terkai dengan tugas dan fungsinya. 

2021, No.826 -28- 



www.peraturan.go.id 

kerurnahtanggaan, kepega aian dan organisasi serta 

hubungan masyarakat, 

b. Ke ompok Bidang Fungsi 1 men elenggarakan fungsi: 

I pen lapan perumusan kebijakan bidang pe ernbagaan 

pengarusutarnaan g nder bldang p mberda aan 

per mpuan bidang poll lk, hukum, soslal. dan ekonoml, 

btdang pentngkatan kualttas keluarga dalam 

rnev judkan kesetaraan g rider, dan btdang penguatan 

dan pengembangan lernbaga penyedia layanan 

pernb rd yaan perempuan d n lernbaga pen edla 

la anan kualltas keluarga: 

2 pelaksanaan kebijakan bidang pelembagaan 

pengarusutamaan gender, bldang p rnberda aan 

per mpuan di bidang politik, hukum, sosial. dan 

ekonomi bidang penlngkatan kualitas keluarga dalam 

mev judkan kesetaraan gender dan btdang p nguatan 

dan pengernbangan lernbaga pen •edia layanan 

pernb rd yaan perempuan dan kualitas keluarga dalam 

me, judkan kesetaraan gender 

3 pelaksanaan koordinasi pelaksanaan pelernbagaan 

pengarusu amaan g nder di kc bupatenj'kota: 

pelaksanaan koordlnasl dalam p ngurnpulan, 

pengolahan, analisis. dan pen ajlan data gender. 

ketat usahaan, urusan pen elenggaraan 

2 penyusunan rencana program dan anggaran; 

3 pen ·elenggaraan urusan k uangan perbendaharaan, 

akuntansl dan ertflkasi; dan 

PPP Dinas 

C. PENGELO~ POKAN TUGAS PERANGKAT DAERAH BERD SARKA 

FUN GS[ 

1 SEKRETARIAT D KELOMPOK BID G 

a. S kretartat men ·elengg akan fungst: 

pelaksanaan koordtnast kegiatan 
kabupaten/kota· 

Tip Perangkat Daerah 
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pengolahan anallsls, dan pen ajian data anak: 
5 pelaksanaan pengurnpulan pengolahan analisis dan 

pen., ajian data anak: dan 

pengurnpulan, 
me, judkan pemenuhan hak anak: 
pelaksanaan koordlnasi dalam 

dalam keluarga bagt 

5 pelaksanaan pengumpulan. pengolahan analisls dan 
pen ajian data gender; dan 

6) pe aksanaan monitoring, e aluasi dan pelaporan bidang 
pelaksanaan pengarusutarnaan gender. bldang 

pemb rdayaan perempuan di btdang polttfk, hukum 
sosial dan ekonomi, bidang peningka an kualitas 

kelunrga dalam me vujudkan kesetaraan gender, bidang 
pengu .. tan dan pengembangan Iernbaga pen edia 
layanan pernberdayaan perernpuan dan lernbaga 
pen ·edia la ranan ku lltas keluarga dan dalarn 

pengumpulan pengolahan analisis. dan pen., ajtan data 

gender. 
c. elompok Bida.ng Fungsi 2 menyelenggarakan fungal: 

I pen lapan perumusan k bijakan bidang pelernbagaan 
pemenuhan hale anak, bidang penguatan dan 

pengembangan lembaga p nyedta la anan peningkatan 
kuali as hidup anak dan lernbaga pen edla le anan 
kuali as keluarga dalam me vujudkan pemenuhan hale 
anak, bidang peningkatan kualitas keluarga daJarn 
rnev judkan pemenuhan hak anak, dan btdang 
pen redtaan layanan bagt keluarga dalarn mewujudkan 
pemenuhan hak anak: 

2 pelaksanaan kebljakan bidang pelembagaan pernenuhan 
hak anak, bidang penguat n dan pengernbangan 
lernbaga penyedla la anan peningka an kuali as hidup 
anak dan lernbaga pen_ edia layanan kualltas keluarga 
dalam mewujudkan pemenuhan hak anak dan bidang 

pening tan kualt s k luarga dalarn mewujudkan 
pernenuhan hak anak: 

3 pelaksanaan pel yanan 
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d. Ke:lompok Bidang fiimgsi. .3. menyelenggarakan fungsr: 

II penytapan perumusan kebljakan btdang pencegahan 

kekerasan terhadap :pe:rem:puan., btdang penyedtaan 

layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban 

kekerasan, dan bidang penguatan dan pengembangan 
lembaga penyedia layanan perltnduugan perempuan · 

21 pelaksanaan kebi.jakan btdang pencegahan kekerasan 

terhadap perempuan dan bidang penguatan dan 

pen.gem bangan lembaga penyedia layanam perltrtdongan 

perempuan; 

.31 pelaksanaan konrdlnast pelaksanaan layanan rujukan 

lanjutan bagi perempuan korban kekerasan; 

4, pelaksanaan knordmast dalam pengumpulan 

pengolahan, anallsls, dan peuyajtan data perempuan 

knrban kekerasan · 

51 pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analtsts. dan 

pen.yajim.'il. data pe:rempuan knrban kekerasan; dan 

6~ pelaksanaan mcmitoriH_gr, evaluasa dan pelaporan di 

bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan 

btdang penyedlaan layanan rujukan lanjutan bagi 

perempuan km-barn kekerasan hidang penguatan dan 

pengem bangan lembaga penyedia lay.man perltndungan 

perempuan. dan pengumpulan, pengolahan, anahsts, 

dan penyaj:ian data perernpuan korban kekerasan, 

e. Kefompok Bidang fiimgsi. 4. menyeLenggarakarn fungst: 

6~ pelaksanaan mcuuroring, evaluast, dan pelaporan bidang 

pelembagaan pemenuhan hak anak, btdang penguatan 

dan pengembangan lembaga penyedia Iayanan 

penfngka tan kualrtas hidup anak darn lemhaga penyedta 

layanan kualitas keluarga dalam mewujudkan 

pemenuhan hak anak, btdang IP entngkatan kualttas 

keluarga dalam me'W'Ujudkan pemenuhan hak anak, 

bidang penyedlaan layanan bagt keluarga dalam 

mewujudkan pemenuhan hak anak dan dalam 

pengumpulan, pengolahan, anallsts, dan penyaj:ian data 

anak .. 
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SEKRETAR T DAN KELOMPOK S BBAGl 

Sekretart .. t terdiri atas: 

Subbagian P rencanaan. mempunyai tugas mel anakan 
penytapan laporan kmer]a. koordinasi dan penyusunan 
rencana program dan angga.ran. Subbagian Perencanaan 
dalarn rnelaksanakan tugas m n relenggarakan fungst: 
l penJ riapan koordln st penyusunan program dan 

anggaran; 
2 pen apan bahan penyusunan program dan anggaran· 
3 penJ napan p laporan kinerja: dan 

pengembangan lernbaga penyedia layanan bagi anak 
ang memerlukan perllndungan khusus: 

3 pelaksanaan koordinasi bidang pen redtaan l yanan bagt 
an yang memerlukan perlindungan khusus: 

4 pe aksanaan koordtnasi pengumpulan, pengolahan. 
analisls dan pen~ ajian da a kekerasan erhadap anak: 

5 pelaksanaan pengumpulan. pengolahan analisis dan 

pen ajian da .. kekerasan t rh dap anak: dan 
6 pelaksanaan monitoring. e aluasi dan pel poran bidang 

p nc gahan kekerasan erhadap anak, bldang 
pen ediaan la anan bagi anak yang memerlukan 
perlindung n khusus, pelaporan bldang pengua an dan 
pengembangan lernbaga penyedia la_ anan bagi anak 
yang memerlukan perlind ngan khusus dan dalam 
pengumpulan, pengolahan analisis. dan p n ·ajian da a 
kekerasan erhadap anak. 

an bidang p ncegahan kekerasan 

dan btdang p nguatan dan 

2 pelaksanaan kebij 
terhadap anak 

I pen iapan perumusan kebijakan bidang P ncegahan 
kekera an terhadap anak. btdang peny dlaan la_ anan 

bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan 
bidang pengua an dan pengembangan lernbaga penyedla 
la anan bagt anak yang memerlukan perlindungan 
k.hus s: 
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D. IDE TrT S PERANGKAT DAERAH 

p n iapan dan p laksanaan valuasi dan pelaporan 
pelaksanaan program dan anggaran. 

b. Subbagian Keuangan, mernpunyal tugas rnelaksanakan 

penytapan pengelolaan keuangan, penat usaha n 
akuntansi penyiapan bahan tanggapan pernertksaan, 

rtfikasi anggaran, dan pernbukuan. Subbagian euangan 

dalam melaksanakan gas meny lenggarakan fungsi: 
pen iapan koordtnasi pengelolaan k uang 

2 pena usahaan, verifikasi anggaran, akun ansl, dan 

pernbukuan keuangan: 

3 pelaksanaan pengendalian kegtatan dan anggaran · 

penyiapan pen unan dan pengkoordinaslan 
pernbuatan daftar gnji serta tambahan penghasilan 

pega, al· 

5 pen iapan bahan tanggapan pemertksaan; dan 

pen lap 1 bahan pertanggungja vaban pengelolaan 
keuangan. 

c. S bbagian Um m dan Kepegawalan. rnempunyai tugas 
melaksanakan urusan persu tan urusan tata usaha, 

kearslpan, urusan kepega alan, urusan perlengkapan 

rumah tangga dan p ngelolaan barang milik daerah. 

Subbagian mum dan K pegawalan d am melaks akan 

rugas men relenggarakan fungst: 
pelaksanaan urusan persura 

2 pengelo an dokumentasi dank arstpan; 

3 pelaksanaan urusan kerum rtanggaan keamanan dan 

keter ban kan tor. 

pe aksanaan pengeloln.an perlengkapan dan barang milik 
daerah: 

5 pelaksanaan urusan k pegawaian dan pembinaan 
paratur; 

pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana: dan 

7 pengelok an kehurnasan. 
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2 penyusunan renc a program dan anggaran· 

3 penyelenggarar n urusan keuangan, perbendaharaan, 

akuntansl, dan ertflkast: dan 

penj elenggaraan urusan ke atausahaan 

kerumah tangg an. kepegav aian dan organisast s rta 

hubungan masyarakat, 

b. Ke ompok Bidang Fungsi 1 men elenggarakan fungst: 

I pen lapan perumusan kebtjakan bldang P lembagaan 

pengarusutamaan g nder, bidang pemberda raan 

perempuan bidang politik hukurn soslal dan ekonomi, 

bidang penlngkatan kualttas k luarga dalam 

rnev rujudkan kesetaraan gender dan bidang P ngua an 

dan pengemb lembaga pen •edia layanan 

pernb rd yaan p rempuan d n lembaga pen edla 

la_ anan kuali keluarga: 

2 pelaksanaan kebijakan bidang pelembagaan 

pengarusutarnaan g nder btdang p mberda aan 

per mpuan di bid ng politlk, hukurn, sosial. dan 

ekonomi, bidang peningkatan kuc i as keluarga daJam 

me, judkan k setaraan gender dan btdang penguatan 

dan pengernbangan lernbaga lembaga pen redla yanan 

pemberd yaan perempuan de n lemba ga penyed a 

layan kualltas keluarga: 

3 pe aksanaan koordinasi pelaksanaan pel mbagaan 

pengarusu arnaan gender: 

PPP Din as 

E. PENGELOMPOKAN TUGAS PERANGKAT DAERAH BERDAS R 

FUNGSI 

1. SEKRET RIA T D KELO POK BIDANG 

a. S kretart t men relenggarakan fungal: 

pelaksanaan koordlnast kegtatan 

kabupaten/kota· 

: Kabupaten/Kota 

:B 
Dae rah 

Tip P rangkat Daerah 

Nama rusan P merin ahan : P mberda aan P rernpuan dan 

P rlindungan Anak 
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perrgolahan, analtsls dan penyajtan data gender; 

51 pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analtsts. dan 

penyajiarn data gender. clan 

6~ pelaksanaan monitoring-, evaluasa dan pelap cran di 

bidang pelaksanaan pengarusutamaan gender. btdang 

pemberdayaan peremp:uan di btdang pobtik, hukum 

soslal, dan ekcnoml, bidang pemngkatan kualitas 

kehrarga dalam mewujudkan kesetaraan gender, bidang 

penguatan clan pengembangan lernbaga penyedia 

layanan pemberdayaan perempuan dan lembaga 
penyedfa layanan kualttas keluarga dan dalam 

peugumpulan, pengolahan, analists, dan !Penya.Ji.an data 

gender. 

c. K.efompok Bidang Fungsi 2 menyelenggarakan fungsr: 

I I penytapan pe:rumusan ~e.b.i!jakan b:idan.g pelernbagaan 

pemenuhan hak anak, btdang penguatan dan 

pengem bangan lem baga penyedia layanan pentngkatan 
kualltas htdup anak dan lembaga penyedia layanan 

kualttas keluarga, btdang peningkatan kualttas keluarga 

dalam mewujudkan pemenuhan hak anak clan bidang 

penyedtaan layanan bag.i keluarga dalam mewujudkan 

pemenuhan hak anak; 

21 pelaksanaan kebijakan d:iJ btdang pelembagaan 

pemenuhan hak anak, btdang penguatan dan 

pengem bangan lem baga penyedia layanan peil'il.mglkatan 

kualltas htdup anak dan lembaga penyedia layanan 

kualttas keluarga clan btdang petungkatan kualitas 

keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak: 

.31 pelaksanaan pelayanan bagi keluarga dalam 

mewujudkan pemenuhan hak anak; 

41 pelaksanaan knordmast dalam pengu:m.pulan, 

pengolahan, analtsls dan penyajian data anak: 

51 pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analtsts dan 

penyajia!l'il data anak; dan 

pengumpulan dalam knordmast 
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pelaksanaan monitoring, valuasl. dan pe aporan dl 
bidang pelem bagaan pemenuhan hale anak bidang 
penguatan dan pengembangan Iernbaga penyedla 
la anan pemngkatan kualitas hidup anak dan lernbaga 
pen ed a la anan kualitas keluarga, bidang peningk e, tan 

kuaU as kelu rga dalam me vujudkan pemenuhan hale 
anak. btdang penyediaan laj anan bagi keluarga dalam 
rnewujudkan pemenuhan hak anak dan dalam 
pengumpulan, pengolahan, analists. dan p n ajian da a 
anak. 

d. Ke ompok Bidang Fungsl 3 men elenggarakan fungst: 
penyiapan perumusan kebijakan bidang p ncegahan 
kekerasan terhadap perempuan dan anak ang 

memerlukan perllndungan khusus bidang pen ... rediaan 
la anan rujukan lanjutan bagi perempuan korban 
kekerasan dan penyediaan layanan bagt anak yang 

mernerlukan perlindungan khusus dan bidang 
penguatan dan pengernbangan lembaga pen .edta 
la ... anan perlindungan perernpuan dan lembaga penyedia 
layan bagi anak rang mernerlukan perlindungan 
khusus: 

2 pelaksanaan kebija.kan di btdang pencegahan kekerasan 
terhadap perempuan dan anak yang memerlukan 
perlindungan khusus dan di bidang penguatan dan 

pengernbangan lernbaga peny dia layanan perlindungan 
per mpuan dan lernbaga pen edla la anan bagi anak 
yang memerlukan perlindungan khusus: 

3 pe aksanaan koordlnasi pelaksanaan la anan rujukan 
lanjutan bagi perempua.n korban kekerasan dan layanan 
bagi anak 'ang memerlukan perllndungan khusus: 
pelaksanaan koordinast dalarn p ngurnpulan, 
pengolahan analisis. clan penyajian data perempuan 
korban k kerasan dan data .. ale yang memerlukan 
perlindungan khusus: 
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amggaran: 

21 penytapan bahan penyusunan program dan angga.nm~ 

.31 penytapan pelaporan kmerja; 

4'- pertytapan dan pelaksanaan evaluasl dan pelaporan 

pelaksanaan program dan anggaran' 
51 penytapan koordmast pengelolaan keuangan: 

6~ penatausahaan, ve:riifikasi anggaran. akuntanst. dam 

pemhukuan keuangan; 

71 pelaksanaan pengendahan ke-giatan dan anggarn.['il.: 

2. SEKRETARIAT DAN KElOMPOK SUBBA!GlA .. 

Selrretariat terdm atas: 

a, Bub bagtan Perencarraan clan Ket..mmgan. mempimyai tu gas 

melaksanakan penytapan laporan ktnerja, koordtnast, dan 

penyusunan rencana pmgram dan anggaran, penytapan 

pengelolaan keuangan penatausahaan akuntansi, 

penytapan bahan tanggapan pemertksaan, vertflkast 

anggaran, dan :pem bukuan, Sub bagian Perencanaan dam 

Keuangan dalam melaksanakan tugas rnenyelenggarakan 

fungsn 
I! penytapan koordmaai penyueunan p:mgrn.m dan 

51 pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, anallsts. dan 

penyajiam data perempuan korban kekerasan dan data 

anak yang memerlukan perlmd ungan khusus; dan 

6,. pelaksanaan moraitoring·, evaluasr dan pelaporan di 

bidang pencegahan kekerasan terhadap perernpuan dan 

anak yang memerlukan perltndusagan ldrusus, di btdang 

penyediaan layanan mjlllkan Ianjutan bagi pe:rempuan 

knrban kekerasan dan IP enyedlaan layanan bagt anak 

yang mernerlukan perhndungan khusus. di bidang 

penguatan dam pengembangan lernbaga penyedia 

layanan perltndongan perempuan dan lembaga penyedia 

layanan bagji anak yang memerlukan perltndungan 

knusus dan dalam pengumpulan, pengolahan, analists, 

dan penyajlan data perempu.an korban kekerasan dan 

data anak yang memerlukan perltndongan khusus, 
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kabupaten/kota; 

2 pen rusunan rencana program clan anggaran; 

PPPA Dinas 

G. PENGELO POK.AN TUGAS PERA GK.AT DAERAH BERO SAR 

FUNGSI 

1 SEKRETARIAT D KELOh. POK BID G 

a. Sekretarta t menyelenggarakan fungsi: 
pelaksanaan koordinasi kegtatan 

: Kabupaten/ o 

:C 

Daerah 
Tip Perangkat Daerah 

F. IDE TIT S PERANGKA T DAERAH 

Narna rusan Pemerin ahan : P mberda aan P rempuan da.n 

Perlindungan Anak 

8 p n iapan pen sunan dan pengkoordinasian 
pernbua an daf ar gaji serta tambahan penghasllan 

pega, al· 

pen -iapan bahan t.anggapan pemeriksaan: dan 

10~ pen iapan bahan pertanggungjav ·aban pengelolaan 
keuangan. 

b. Subbagian Umum clan epega aian mempun ai gas 

melaksanakan urusan persura an, urusan ata usah 

kearsipan, urusan kepegav alan, urusan perlengkapan 

rumah tangga. clan p ngelolaan bar g milik daerah. 

Subbagian mum dan K pegc. waian dalarn melaksanakan 

rugas men elenggarakan fungsi: 
pe aksanaan urusan p-ersuratan · 
pengelol an dokumentasi dan k slpan: 

3 pelaksanaan urusan kerurnahtanggaan kearnanan dan 

ketertiban kantor 

pelaksanaan pengelolaan perlengkapan clan barang milik 

daerah: 

5 pelaksanaan urusan k pegawaian clan pembinaan 

para 

pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana: dan 

7 peng lol an kehum s n. 
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kerumah tanggaan. kepegawatan, dan organisas! serta 

huhungan masyarakat, 

b. K.efompok Bid.ang fi"ungsi ]. menyelenggarakan fungsr: 

I I penytapan pe:rumusan keb:iijakan b:idang pelernbagaan 

pengarusutamaan gender, btdang pemberdayaan 

perempua.rn b:idang poJiU!k. hukum, so stal, dan ekoncm] 

btdang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia 

layanan pem berdayaan perempuan, btdang pelembagaan 

pemeuuhan hak anak, btdang penguatan dan 

pengem bangan lem baga penyedia layanan pentngkatan 

kualltas hidup anak, btdang penmgkatan kuabtas 

kehrarga dalam m.ewujudkan pemenuhan hak anak, 

bidang penmgkatan kuabtas keluarga dalam 

mewujud!kan kesetaraan gender, bidang penguatan dam 

pengem bangan lembaga penyedia Iayanan kuabtas 

keluarga bidang pentngkatan kuabtas keluarga dalam 

rnewujudkan pemenuhan hak anak dan bidang 

penyedfaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan 

kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak; 

21 pelaksanaan ke bijakan b:idan.g pelembagaan 

pengarusutamaan gender, btdang pemberdayaan 

perempuan di bldang polttlk hukum sostal dan 

ekcnorm btdang penguatan dan pengembangan lembaga 

penyedfa layanan pemberdayaan perempuan, bldang 

pelembagaan pemenuhan hak anak, btdang penguatan 

dan pengembangan lembaga penyedta layanan 

penfngkatan kuahtas htdup anak, btdang pentngkatan 

kualltas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak 

anak, bidang pentngkatan kualttas keluarga dalam 

mewujud!kan kesetaraan gender, bidang penguatan dam 

pengem bangan lembaga penyedia Iayanan kuabtas 

keluarga dan bidang penmgkatan kualitas keluarga 

dalarn mewu.jud!kan pemenuhan hak anak: 

ketatausahaan trrusan 

.31 penyetenggaraam urusan keuangan perbendaharaan, 

akuntansi dam veriifikasi; dan 
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pengolahan, analtsls, dan penyaj:ian data g:ende:r dan 

data anak: 

6~ pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analtsts. dan 

penyajim.u data gender dan data anak: dan 

'71 pelaksanaan m.cut1:irorin,gr, evaluasa dan pelap oran di 

bidang pelaksanaan pengarosutamaan gender, di btdang 

pemberdayaan perempuan di btdang poliit:ik, hukum 

sostal, dan eknnami, di bidang penguatan dan 

pengem bangan lemhaga penyedia layanan pemberdayaan 

pe:remp:uan di lbidang pelembagaan pemenuhan hak 

anak, di bidang pengoatan rum pengembangan lembaga 

penyedfa [aym.'il.ail.'il. penmgkatan kualltas nidup anak dii 

btdang pen· ngkatan kuabtas keluarga dalam 

rnewujudkan pemenuhan hak anak, dt btdang 

pemngkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan. 

kesetaraan gender. di btdang penguatan dan 

pengembangan lembaga penyedia :layanan kualitas 

kehrarga, di btdang pentngkatan kualitas kehiarga dalam 

mewujud!k:an pemenuhan hak anak, dil btdang 

penyedtaan layanan bagi keluarga dalam ffle\,VUjudkan 

kesetaraan gender darn pemenuhan hak anak dan dalam 

pengumpulan, pengolahan, analists, dan penyaj:ian data 

gender dan data anak, 

b. K.efompok Bidang fi"llngsi 2 menyelenggarakan fungsr: 

II pertytapan perumuaan kebljakan bldang pencegahan 

kekerasan terhadap perempuan rum anak yang 

memerlukan perhndungan khusus bidang penyedtaan 

layanan hagii perempuru11. knrban kekerasan dan 

penyediaan layanan bagl anak yang memerlukan 

perlmdungan khusus dan btdang penguatan dan 

pengumpulan, dalam 

4, pelaksanaan kaordmast pelaksanaan pelembagaan 

pengarusutamaan gender; 

51 pelaksanaan knordmast 

mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak 

anak: 

dalam keluarga bagi pelayanan 
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Sek:retoriat erdiri a s: 

a. Subbagian rencanaan dan Keuangan, rnempunyal gas 

rnelaksanakan pen iapan laporan kinerja, koordinasi dan 

KELO POK SUBBAGIAN 2. SEKRETARIAT D 

peng mbangan lernbaga p n dla la anan perlindungan 

perempuan dan lembaga penyedia la -anan bagi anak 

ang memerlukan p rlindungan khusus: 
2 pelaksanaan kebljakan bidang pencegahan kekerasan 

t rhadap perempuan dan anak yang memerlukan 

perllndungan khusus clan bidang pengu tan dan 
pengembangan lernbaga p nv die, layanan perlindungan 

per mpuan clan lernbaga pen redta la anan bagi anak 

ang m merlukan pertindungan khusus: 

3 pelaksanaan koordtnasl dalarn pengumpulan, 

pengolahan analisis, dan penyajian data perempuan 

korban kekerasan dan data anak _ ang mernerlukan 

perlindungan khusus; 

4 pelaksanaan koordinasi pelaksan an la · .. n 1 bagi 

per mpuan korban kekerasan dan layanan bagt anak 
yang memerluk perUndungan khusus: 

5 pelaksanaan pengumpulan, pengolahan anallsis, clan 

pen ·ajian data per mpuan korban kekerasan dan data 

anak yang memerlukan perlindungan khusus: dan 

6 pelaksanaan monitoring e aluasi, dan pelaporan di 

bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan 

anak ang mernerlukan p rlindungan khusus, di bidang 

pen .. ediaan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan 

dan penyedlaan la ·anan bagi ak yang m rnerlukan 

perlindungan khusus di bidang penguatan dan 

pengembangan lernbaga penyedi la .. anan perlindungan 

per mpuan dan lernbaga pen edla la anan bagt anak 

ang memerlukan perllndungan khusus dan dalam 

pengumpulan, pengolahan analisis, dan pen_ ajian da a 

perempuan korban kekerasan dan data anak yang 

mernerlukan perlindungan khusus. 
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pe:nyusunan rencana program. dan anggar.m, penytapan 
pengelolaan keuangan, penatausahaan akuntansi, 

penylapan bahan tanggapan pemertksaan, vertftkast 

a:nggaran, dan :pem bukuan .. Sub bagian Perencanaan dan 

Keu.angan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan 

fungsf 

II penytapan knordmas! penyusunan program dan 

anggma!l.'il.· 

2~ penytapan bah an pe:nyusuna.n p:mgram dan anggarailt · 

.31 penytapan pelaporan kmerja; 

4~ penytapan dan pelaksanaan evaluast dan pelaporan 

pelaksanaan program dan anggaran: 

51 penytapan koordmast pengelolaan keuangan · 

6'- penataueahaan, venlfikas1 angga.ran akuntanst dan 

pembukuan keuangan; 

71 pelaksanaan pengendahan kegia:la:n dan anggma!l.'il.: 

Bl penytapan penyusunan dart pengknordmastan 

pembuatan daftar gaj:i serta tambahan penghastlan 

pegawrur 

91 penytapan bahan tanggapan pemerfksaan; dan 

I 0) penytapan bahan pertanggungjawaban peugelolaan 

keuangan, 

b. Bubbagtan Umum dan Kepegmvaian. m.empunyai tugas 

melaksanakan urusan persuratan, trrusan tata usaha 

kearsfpan, trrusan kepegawafan uruaan perlengkapan, 

rumah tangga, dan !P engelolaan barang mtllk daerah, 

Sub bagtan Umum dan :Kepegawaian dalam melaksanakan 

tugas rnenyelenggarakan fungst: 

I I pelaksanaan uruaan persuratan; 

21 pengekslaan dnkumeatasi dan kearsipan; 

,JI pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, keamanan dan 

keterttban kantor; 

4~ pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan barang mll:iik 

daerah; 

51 pelaksanaan urusan kepegawalan dan pemblnaan 

aparatur; 
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6~ pelaksanaan uruaan o:rganisasi clan tata laksana · dan 

1~ pengelclaan kehumasan, 
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